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ABSTRAK

Judul :“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Terhadap
Lembaga Pemerintahan”

Lembaga pemerintahan berperan sebagai penjaga stabilitas negara sekaligus wadah bagi
masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, sebagaimana dijamin UUD 1945 dalam konteks
kebebasan berekspresi. Namun, batas antara kritik yang sah dan penghinaan sering kabur,
mengingat penghinaan dapat merusak kredibilitas lembaga dan mengurangi kepercayaan
masyarakat. Untuk melindungi lembaga pemerintahan, tindak pidana penghinaan diatur
dalam Pasal 207 KUHP yang diperbarui dalam Pasal 240 KUHPN melalui pendekatan
hukum modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis
normatif untuk menganalisis perbedaan pengaturan, khususnya terkait objek perlindungan,
unsur pertanggungjawaban pidana, dan sanksi yang diberikan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa KUHPN memberikan perlindungan lebih spesifik terhadap lembaga
negara seperti Presiden, Wakil Presiden, dan DPR, serta mengadopsi sistem denda kategori
yang relevan dengan kondisi sosial ekonomi, termasuk alternatif sanksi seperti kerja sosial.
Selain itu, KUHPN menekankan pembedaan antara kritik sah dan penghinaan, yang krusial
dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan kehormatan
lembaga negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembaruan dalam KUHPN
memperkuat hukum pidana yang adaptif terhadap kebutuhan modern, tetapi
pelaksanaannya membutuhkan pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan.
Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan aparat penegak hukum diperlukan untuk
memastikan pemahaman yang jelas tentang batasan antara kritik dan penghinaan, sehingga
hukum dapat diterapkan secara adil tanpa mengorbankan nilai demokrasi.

Kata Kunci: Lembaga  Pemerintahan, Tindak  Pidana  Penghinaan,
Pertanggungjawaban Pidana

Pembimbing Utama, Pembimbing Pembantu,

Jo

Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga negara merupakan organ yang memiliki peran krusial
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Sebagai salah satu entitas utama dalam sistem negara, lembaga-lembaga
tersebut mewakili kepentingan negara di berbagai sektor, mulai dari
legislatif, eksekutif, hingga yudikatif.! Oleh karena itu, integritas dan
kewibawaan lembaga negara harus dijaga demi menjamin stabilitas negara
dan memastikan terlaksananya pemerintahan yang efektif. Dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, tindakan
penghinaan terhadap lembaga negara semakin sering terjadi, khususnya di
ruang publik dan media sosial. Fenomena ini telah menimbulkan
kekhawatiran tentang bagaimana melindungi kehormatan lembaga negara
tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi masyarakat.

Secara normatif, tindakan penghinaan terhadap lembaga negara
diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Salah satu ketentuan utama yang relevan adalah Pasal 207 KUHP, yang
menyatakan:

"Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan
menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia,

! Muhtadi, “Lembaga Negara: makna, kedudukan dan relasi”, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum,
(Volume 7 Nomor 3), 2013, hlm. 266.



diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau

pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”?

Pasal ini memberikan dasar hukum bagi tindakan penghinaan yang
dilakukan terhadap lembaga negara atau pejabat publik, baik melalui media
lisan maupun tulisan. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan
hukum bagi lembaga-lembaga ini dari serangan atau penghinaan yang dapat
merusak reputasi mereka di mata publik dan melemahkan otoritas mereka
dalam menjalankan fungsi pemerintahan.’

Pembaharuan hukum pidana timbul karena hukum pidana yang ada
sekarang dianggap belum baik dan tidak sesuai lagi dengan keadaan dan
kebutuhan masyarakat sekarang. Timbulnya keadaan yang demikian itu
tidak lain karena adanya perkembangan masyarakat, baik nasional, regional
maupun global dan perkembangan hukum pidana itu sendiri (dalam arti luas
yang menyangkut perkembangan teori-teori, ide-ide dan asas-asas serta
perkembangan hukum pidana negara lain). Sehubungan dengan
perkembangan masyarakat internasional.*

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHPN) juga
mengatur tindakan penghinaan terhadap lembaga negara, peraturan ini
memperluas perlindungan hukum tidak hanya untuk pejabat publik secara

individu tetapi juga untuk lembaga negara sebagai entitas. Dalam konteks

2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 207.

3 Fridina Tiara Khanza dan Madaniyah Anugrah Murti, “Potensi Pelanggaran Hak Kebebasan
Berpendapat terhadap Delik Penghinaan Pemerintah dalam RKUHP”. Studia Legalia: Jurnal llmu Hukum.
(Voume 3 Nomor 1), 2022, him. 34.

4 Maroni, 2016, Pengantar Politik Hukum Pidana, CV Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung,
hlm. 14.



hukum, peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan
penghinaan terhadap lembaga negara dapat ditindak tegas dan memberikan
efek jera bagi pelaku disebutkan dalam Pasal 240 ayat (1) yang menyatakan:

"Setiap Orang yang di Muka Umum dengan lisan atau tulisan menghina
pemerintah atau lembaga negara, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak
kategori II"”

Meski kedua pasal ini memberikan landasan hukum yang jelas,
penerapannya dalam konteks kebebasan berekspresi sering kali memicu
perdebatan yang cukup kompleks. Kebebasan berekspresi dijamin dalam
Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa
hak ini merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara demokrasi,
di mana masyarakat memiliki hak untuk mengkritik, memberikan saran,
atau menyampaikan pendapat terkait kebijakan pemerintah dan institusi
negara lainnya. Namun, dalam praktiknya, batasan antara kritik yang
konstruktif dan penghinaan sering kali kabur. Sering kali, pelaku tindak
pidana penghinaan berdalih bahwa tindakan mereka adalah bentuk dari
kritik yang sah terhadap pemerintah atau lembaga negara.

Dalam konteks demokrasi, kritik terhadap pemerintah merupakan
bagian penting dari sistem pengawasan masyarakat terhadap kebijakan

publik. Namun, jika kritik tersebut disampaikan dengan cara yang tidak etis

3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHPN) Pasal 240 ayat (1).
¢ Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, “Aspek Hukum Kebebasan Berpendapat dan Berskespresi”.
Jurnal Yustitia, (Volume 15 Nomor 1), 2021, hlm. 31-32.



atau mengandung unsur penghinaan, maka tindakan tersebut dapat dikenai
sanksi pidana, sebagaimana yang diatur dalam KUHP dan KUHPN.’

Dalam perkembangan hukum pidana nasional, tindakan penghinaan
terhadap lembaga negara menjadi semakin relevan, terutama dengan
maraknya penggunaan media sosial dan platform digital. Media sosial
seperti Facebook, Twitter, dan Instagram sering kali menjadi sarana bagi
individu untuk menyampaikan pendapat, kritik, atau bahkan penghinaan
terhadap lembaga negara. Hal ini diperparah dengan munculnya fenomena
anonimitas di dunia maya, di mana seseorang dapat menyembunyikan
identitas mereka saat melakukan tindakan penghinaan. Anonimitas ini
membuat penegakan hukum menjadi lebih sulit karena sulitnya melacak dan
mengidentifikasi pelaku.®

Selain itu, penghinaan yang dilakukan di media sosial memiliki efek
yang jauh lebih besar dibandingkan dengan penghinaan yang dilakukan di
ruang publik fisik. Penyebaran informasi di media sosial dapat terjadi
dengan sangat cepat, melibatkan jutaan pengguna dalam hitungan detik, dan
dapat mempengaruhi opini publik secara luas. Penghinaan terhadap
lembaga negara yang dilakukan secara online tidak hanya merugikan
lembaga tersebut secara lokal, tetapi juga dapat merusak citra Indonesia di

mata internasional. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan penegak

7 Augustinus Cheasa Jossy Pratama, Roziana Febrianita, Augustin Mustika Chairil, “Kritik Sosial
Pada Pemerintah”, Jurnal Interaksi: Jurnal llmu Komunikasi, (Volume 7 Nomor 2), 2023, hlm. 186.

8 Ningsih, Dwi Wachidiyah, dan Abdul Karim, “Penegakkan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana
Prank Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Penghinaan yang Diunggah di Media Online)”. Jurnal Pro Hukum, (Volume 3 Nomor 2), 2020,
hlm. 249.



hukum untuk merumuskan strategi yang efektif dalam menangani tindak
pidana penghinaan di era digital ini.’

Tantangan lain dalam implementasi hukum pidana terkait
penghinaan terhadap lembaga negara adalah bagaimana memastikan bahwa
sanksi pidana yang diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Dalam
beberapa kasus, penerapan pasal-pasal terkait penghinaan terhadap lembaga
negara dinilai kontroversial, terutama ketika dianggap terlalu represif
terhadap kebebasan berekspresi. Ini memicu kritik dari kalangan
masyarakat sipil dan pegiat hak asasi manusia yang berpendapat bahwa
penegakan hukum harus mempertimbangkan konteks kritik yang
disampaikan. Jika tidak, maka penerapan pasal-pasal penghinaan dapat
dianggap sebagai upaya pembungkaman terhadap suara kritis masyarakat.'?
Sebaliknya, dari sudut pandang hukum pidana nasional, tindakan
penghinaan terhadap lembaga negara yang dibiarkan tanpa tindakan tegas
juga dapat berdampak buruk terhadap stabilitas negara.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik
untuk membahas lebih jauh mengenai isu ini dalam bentuk skripsi yang
berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana

Penghinaan Terhadap Lembaga Pemerintahan”.

® Supriyadi Widodo Eddyono, 2016, Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Pemerintah yang Sah
Dalam RKUHP, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, him. 19.
10 Tbid hlm. 34.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan sebelumnya,

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, ialah:

1.

Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana
penghinaan terhadap Lembaga Pemerintahan menurut KUHP dan
KUHPN?

Bagaimana perbandingan pemidanaan penghinaan terhadap Lembaga
pemerintahan sebelum dan setelah adanya Undang-Undang No. 1 Tahun

20237

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah menjadi rumusan masalah diatas, maka

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1.

Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pertanggungjawaban
pidana pelaku tindak pidana penghinaan terhadap Lembaga
Pemerintahan menurut KUHP dan KUHPN.

Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perbandingan
pemidanaan penghinaan terhadap Lembaga pemerintahan sebelum dan

setelah adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian dari tujuan penelitian diatas, Adapun beberapa

manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini, adalah:



1.

Manfaat Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu
pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya terkait dengan
pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana penghinaan terhadap
lembaga pemerintahan. Secara teoritis, penelitian ini juga dapat
memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih mendalam
mengenai pengaturan hukum yang ada dalam KUHP dan KUHPN serta
perkembangan implikasinya terhadap hukum pidana nasional di era
digital. Penelitian ini juga diharapkan mampu membuka diskursus baru
tentang bagaimana hukum pidana dapat menjaga keseimbangan antara
perlindungan kewibawaan lembaga negara dengan kebebasan
berekspresi yang dijamin oleh konstitusi.
Manfaat Secara Praktis
Adapun yang menjadi manfaat secara praktis yaitu dengan adanya
penulisan penelitian tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak
Pidana Penghinaan Terhadap Lembaga Pemerintahan ini, yaitu:
a. Bagi Penulis
Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis dalam
mengembangkan kemampuan analisis hukum, khususnya terkait
isu-isu kontemporer mengenai penghinaan terhadap lembaga
pemerintahan. Penulis dapat memperdalam pemahaman mengenai
sistem hukum pidana Indonesia, Secara umum, terutama bagi

penulis yaitu dapat memenuhi persyaratan dalam meraih gelar



Sarjana Hukum serta bagaimana penerapannya dalam konteks
modern yang penuh tantangan, termasuk menghadapi dinamika
penghinaan di era digital. Selain itu, penelitian ini juga merupakan
wujud kontribusi penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan di
bidang hukum pidana.

. Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi aparat penegak
hukum, baik polisi, jaksa, maupun hakim, dalam menegakkan
hukum secara adil dan proporsional terhadap pelaku tindak pidana
penghinaan terhadap lembaga pemerintahan. Selain itu, penelitian
ini dapat membantu penegak hukum dalam memahami dinamika
penghinaan di era digital dan implikasinya terhadap proses
penegakan hukum.

Bagi Pembuat Kebijakan

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam
merumuskan atau merevisi aturan hukum yang lebih relevan dan
responsif terhadap perkembangan zaman, khususnya dalam
menghadapi penghinaan terhadap lembaga pemerintahan yang
dilakukan melalui media digital.

. Bagi Akademisi dan Mahasiswa

Penelitian ini dapat dijadikan rujukan akademis bagi mahasiswa

hukum dan akademisi yang sedang mempelajari atau meneliti topik-



topik terkait dengan hukum pidana, kebebasan berekspresi, dan
perlindungan lembaga negara.

e. Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi bagi
masyarakat umum tentang batasan-batasan antara kritik yang sah
terhadap pemerintah dan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai
penghinaan, sehingga masyarakat dapat lebih bijaksana dalam

menyampaikan pendapat, terutama di ranah publik dan media sosial.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini akan berfokus pada ketentuan hukum
pidana yang mengatur penghinaan terhadap lembaga pemerintahan,
sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHPN). Penelitian
ini akan mengkaji secara mendalam Pasal 207 dan Pasal 240 ayat (1)
KUHP, yang merupakan dasar hukum dalam penanganan tindak pidana
penghinaan terhadap lembaga pemerintahan. Pasal-pasal ini mengatur
ancaman pidana bagi siapa saja yang dengan sengaja menghina lembaga
negara di muka umum, baik secara lisan maupun tulisan. Selain itu,
melakukan perbandingan antara sebelum dan setelah adanya KUHPN atau
Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana.
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F. Kerangka Teori
1. Teori Pemidanaan

Pada umumnya, teori pemidanaan terbagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu
teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Teori Absolut atau Teori
Pembalasan (vergeldings theorien), Menurut teori ini pidana dijatuhkan
semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak
pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori absolut
didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis,
seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak,
bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan,
dengan kata lain hakekat pidana adalah pembalasan (revegen),
sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa Teori absolut memandang
bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah
dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada
terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi
dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah
melakukan kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada
sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan
sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.'!

Pada teori ini, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan
etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan

hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk

11 Zainal Abidin Farid, 2007, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11
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membentuk sifat dan mengubah etika yang jahat ke yang baik. Menurut
Vos, Teori pembalasan ini terbagi atas pembalasan subyektif dan
pembalsan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap
kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan
terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.!'
Selanjutnya Teori Relatif atau Teori Tujuan Teori ini berpokok pada
dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum)
dalam masyarakat. Menurut Muladi Pemidanaan bukan sebagai
pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang
bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan
masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah
agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk
pemuasan absolut atas keadilan. Teori ini memunculkan tujuan
pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang
ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke
masyarakat.!*> Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama
pemidanaan yaitu preventif, detterence dan reformatif. Tujuan
(preventif) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku
kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (detterence) untuk
menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual

pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya maupun bagi publik sebagai

12 Andi hamzah, 1991, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, him. 27.
13 Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung,
hlm. 31.
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langkah panjang. Sedangkan tujan perubahan (reformation) untuk
mengubah sifat jahat pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan
pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan
hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai
yang ada di masyarakat.

Terakhir Teori Gabungan (vereningings theorien), Teori gabungan
atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural,
karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan
absolut (pembalasan) sebagai suatu kesatuan. Teori ini bercorak ganda,
dimana pemidanaan mengandung karakter pembalsan sejauh
pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan
yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa
tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan
perilaku terpidana di kemudian hari. Teori ini diperkenalkan oleh Prins,
Van Hammel dan Van List dengan pandangan bahwa tujuan terpenting
pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat,
serta Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus
memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis, selain itu pidana
ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah
untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana,
oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri tetapi harus

digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.'*

14 Djoko Prakoso, 1988, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses
Pidana, Liberty, Yogyakarta, hlm. 47.
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Dari penjelasan diatas mengenai teori pemidanaan, maka dapat
disimpulkan bahwa teori gabungan adalah yang paling cocok terhadap
tindak pidana penghinaan terhadap Lembaga pemerintahan, sebab
tindak pidana penghinaan terhadap Lembaga pemerintahan adalah
tindakan yang tidak hanya memerlukan balasan pidana (teori absolut),
tetapi juga membutuhkan pendekatan pencegahan agar tindakan serupa
tidak terulang di masa mendatang (teori relatif).

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori Pertanggungjawaban Pidana menegaskan bahwa seseorang
hanya dapat dikenakan sanksi pidana jika terdapat unsur kesalahan
dalam tindakannya. Kesalahan ini bisa berupa kesengajaan (do/us) atau
kelalaian  (culpa).'> Hal ini menunjukkan bahwa  dasar
dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam
konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur
tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula
kesalahannya dan dengan sendirinya  dipidana, sehingga
pertanggungjawaban pidana dilekatkan kepada unsur-unsur tindak
pidana.!®

Menurut Roeslan pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai
diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan

secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena

15 Efritadewi, Ayu, 2020, Modul Hukum Pidana, UMRAH Press, Tanjungpinang, hlm. 15
16 1pid, hlm. 17.
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perbuatannya itu.!” Celaan objektif yang dimaksud adalah bahwa
perbuatan yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa memang merupakan
suatu perbuatan yang dilarang atau melawan hukum. Sedangkan celaan
subjektif yang dimaksud adalah menunjuk kepada tersangka atau
terdakwa yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun
perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh terdakwa, namun jika
terdakwa tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat
kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.'® Pada
hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme
yang diciptakan untuk berekasi atas pelanggaran suatu perbuatan
tertentu yang telah disepakati.!®

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan
petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi
unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat
dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang diharuskan,
seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakan- tindakan pidana
tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak
ada peniadaan sifat melawan hukum atau rechtsvaardigingsgrond atau

alasan pembenar untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan

17Roeslan Saleh, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar
dalam Hukum Pidana, cetakan ke-3, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 23.

'8 Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan
Penerapan, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 21.

19 Chairul Huda, 2006, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung
Jjawab Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta, hlm. 68.
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bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu
bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan.?

Menurut  Ruslan  Saleh, tidaklah ada gunanya untuk
mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila
perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih
lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian
tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur
kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang
dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan
dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:?!

a. Melakukan perbuatan pidana;

b. Mampu bertanggungjawab;

c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan

d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke empat unsur tersebut
diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana
dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana,
sehingga ia dapat dipidana. Orang yang dapat dituntut dimuka
pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana
dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:?

1. Kemampuan bertanggungjawab;

20 Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 52.

2! Ibid hlm. 80

22 Kanter dan Sianturi, 2002 Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Storia
Grafika, Jakarta, him. 60.
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2. Sengaja (dolus/opzet) dan lalai (culpa/alpa);

3. Tidak ada alasan pemaaf.

Penjelasan diatas mengenai teori Pertanggungjawaban Pidana dalam
kerangka teori penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan
gambaran umum mengenai apa yang dimaksud dengan
pertanggungjawaban pidana, unsur-unsur dalam pertanggungjawaban
pidana dan kategori dari kesalahan agar dapat dimintai

pertanggungjawaban pidana.

G. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan kegiatan yang bersifat ilmiah yang
didasarkan pada sistematika, metode, dan pemikiran-pemikiran tertentu
dengan tujuan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami gejala-
gejala hukum yang terjadi. Oleh karena itu adapun metode penelitian yang
digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi yang berjudul
“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Terhadap
Lembaga Pemerintahan”, yaitu meliputi:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian
hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang
bertujuan untuk menganalisis dan menafsirkan norma-norma hukum
yang berlaku. Dalam penelitian ini, objek utama yang dikaji adalah

peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan
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dengan penghinaan terhadap lembaga pemerintahan. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk memahami, menjelaskan, dan menafsirkan
ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam KUHP dan KUHPN.

Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian doktrinal,
yang bertujuan untuk mengkaji isi dari peraturan perundang-undangan
dan teori-teori hukum yang berlaku. Penelitian ini tidak melibatkan data
empiris, melainkan berfokus pada studi literatur hukum yang berkaitan
dengan masalah hukum yang diangkat. Dalam hal ini, penelitian
normatif digunakan untuk meneliti bagaimana ketentuan hukum pidana
mengatur tindakan penghinaan terhadap lembaga pemerintahan serta
bagaimana hukum pidana memberikan perlindungan terhadap lembaga
negara dalam konteks kebebasan berekspresi.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan undang-undang
(statute approach), di mana penelitian lebih menekankan pada analisis
terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal
207 KUHP dan Pasal 240 ayat (1) KUHPN, yang menjadi dasar bagi
penerapan hukum pidana terhadap tindakan penghinaan terhadap

lembaga pemerintahan.

. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu
pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan

pendekatan historis, untuk memberikan analisis yang mendalam
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terhadap pertanggungjawaban pidana penghinaan terhadap lembaga

pemerintahan.

a.

Pendekatan Perundang-undangan (statute approach)

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan tindak pidana penghinaan terhadap
lembaga pemerintahan, terutama KUHP dan KUHPN. Melalui
pendekatan ini, penelitian akan menganalisis norma-norma hukum
yang tertuang dalam Pasal 207 KUHP dan Pasal 240 ayat (1) KUHP.
Pendekatan Konseptual (conceptual approach)

Pendekatan ini digunakan untuk menggali konsep-konsep hukum
yang menjadi dasar dalam menentukan penghinaan, kebebasan
berekspresi, dan pertanggungjawaban pidana. Pendekatan
konseptual berperan penting dalam memahami teori-teori hukum
yang menjelaskan prinsip-prinsip kebebasan berekspresi dan batas-
batas yang diatur dalam undang-undang.

Pendekatan Historis (Historical approach)

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah perkembangan suatu
aturan hukum dari waktu ke waktu untuk memahami latar belakang,
perubahan, dan alasan di balik pembentukannya. Pendekatan
historis digunakan untuk menganalisis perkembangan aturan
mengenai penghinaan terhadap Lembaga pemerintahan yang ada

pada Pasal 207 KUHP dan Pasal 240 ayat (1) KUHPN.



19

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum
Sumber dan jenis bahan hukum merupakan suatu sarana dalam
sebuah proses penulisan suatu karya tulis ataupun suatu penelitian yang
digunakan dalam memecahkan suatu permasalahan yang ada.?® Secara
umum, bahan penelitian hukum yang digunakan oleh penulis dalam
penelitian ini bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan
hukum tersier. Penjelasan lanjut mengenai bahan hukum yang
digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini, meliputi:
a. Bahan Hukum Primer
Sumber bahan primer disebut juga sebagai sumber bahan utama
yang bersifat autoritatif yang berarti sumber hukum primer memiliki
otoritas.?* Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang terdiri dari
peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan
dan dokumen resmi Negara, bahan hukum primer yang digunakan
dalam penelitian ini adalah :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan
Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana;

23 Ameilia Zeliyanti Siregar dan Nurliana Harahap, 2019, Strategi dan Teknik Penulisan Karya Tulis
Ilmiah dan Publikasi, CV Budi Utama, Sleman, Hlm. 6.
24 Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana Media Group, Jakarta, him.95.
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4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan pen-

jelasan mengenai bahan hukum primer. Untuk penelitian ini bahan

hukum sekunder tersebut diperoleh melalui buku-buku, artikel
ilmiah atau jurnal, dan makalah yang berkaitan dengan
permasalahan yang diangkat oleh penulis sehingga dapat
mendukung permasalahan penelitian skripsi ini.?®

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu sumber bahan yang dapat digunakan

sebagai pelengkap untuk membantu memberikan penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu
berupa kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia hukum yang
berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis sehingga

dapat mendukung permasalahan penelitian skripsi ini.2®

25 Op.Cit, Ameilia Zeliyanti Siregar, hlm. 8.
26 Op.Cit, Peter Mahmud Marzuki, hlm. 182.
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan
melalui studi literatur, yaitu dengan menelaah dan menganalisis bahan
hukum yang relevan dengan topik penelitian. Adapun teknik yang
digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini meliputi:
a. Studi Dokumen (Documentary Study)
Studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier yang diperlukan. Melalui studi
dokumen, peneliti melakukan pengumpulan data dari peraturan
perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, makalah,
dan tesis yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana atas
tindak pidana penghinaan terhadap lembaga pemerintahan. Studi
dokumen ini juga dilakukan untuk menganalisis putusan pengadilan
dan risalah resmi yang dapat memberikan gambaran tentang
penerapan hukum terkait penghinaan terhadap lembaga negara.?’
Penggunaan studi dokumen dalam penelitian ini bertujuan untuk
mendapatkan data yang lengkap dan komprehensif mengenai
norma-norma hukum yang berlaku serta bagaimana peraturan

tersebut diterapkan dalam konteks penghinaan terhadap lembaga

pemerintahan.

27 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif- Suatu Tinjauan Singkat,
Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.
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b. Studi Kepustakaan (Library Research)
Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri dan mengkaji
literatur yang relevan dengan penelitian ini. Teknik ini melibatkan
penelaahan terhadap berbagai sumber hukum sekunder seperti
buku-buku hukum, artikel, jurnal, dan penelitian akademis®® yang
membahas isu-isu terkait kebebasan berekspresi, penghinaan, dan
pertanggungjawaban pidana. Studi kepustakaan bertujuan untuk
mendapatkan informasi teoritis yang mendalam tentang konsep-
konsep hukum yang relevan, seperti kebebasan berekspresi,
penghinaan, dan pertanggungjawaban pidana.

c. Analisis Perundang-Undangan (Statute Analysis)
Teknik ini digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan penghinaan terhadap lembaga
pemerintahan, terutama Pasal 207 dan Pasal 240 ayat (1) KUHP%,
serta peraturan lain yang relevan. Analisis ini bertujuan untuk
memahami bagaimana hukum pidana Indonesia mengatur tindakan
penghinaan terhadap lembaga negara dan bagaimana peraturan
tersebut diterapkan. Dengan melakukan analisis terhadap ketentuan

hukum yang ada, penelitian ini dapat mengidentifikasi norma-norma

28 Op.Cit, Peter Mahmud Marzuki, hlm. 35.
2 Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing,
Malang, hlm. 47.
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hukum yang menjadi dasar dalam pengaturan penghinaan terhadap

lembaga pemerintahan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini
adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis data
dilakukan dengan cara mengkaji dan menafsirkan bahan-bahan hukum
yang telah dikumpulkan, baik bahan hukum primer seperti peraturan
perundang-undangan, maupun bahan hukum sekunder dan tersier
seperti buku-buku, jurnal, dan artikel ilmiah.

Dalam analisis ini, peneliti akan mendeskripsikan ketentuan-
ketentuan hukum yang ada, seperti Pasal 207 dan Pasal 240 ayat (1)
KUHP, yang mengatur tentang penghinaan terhadap lembaga
pemerintahan. Selanjutnya, data yang diperoleh akan diinterpretasikan
secara sistematis untuk memahami penerapan peraturan-peraturan
tersebut dalam konteks hukum pidana Indonesia.

Teknik interpretasi hukum akan digunakan untuk memahami makna
dan tujuan dari ketentuan hukum yang berlaku. Analisis ini dilakukan
dengan memperhatikan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis
untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang penerapan
hukum terkait penghinaan terhadap lembaga negara.

Selain itu, teknik analisis komparatif juga digunakan untuk
membandingkan pengaturan hukum di Indonesia dengan negara-negara

lain yang memiliki sistem hukum berbeda, khususnya dalam hal
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penghinaan terhadap lembaga pemerintahan dan kebebasan berekspresi.
Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil analisis normatif
terhadap data yang telah dikumpulkan, dengan tujuan menjawab
pertanyaan penelitian terkait pertanggungjawaban pidana pelaku
penghinaan terhadap lembaga pemerintahan dan implikasinya terhadap

hukum pidana nasional.*°

. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara
deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari hasil analisis terhadap
data yang telah dikumpulkan dan diinterpretasikan.’! Kesimpulan yang
ditarik berdasarkan pada pemahaman mengenai pertanggungjawaban
pidana pelaku tindak pidana penghinaan terhadap lembaga
pemerintahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHPN). Hasil
penelitian diharapkan mampu menjawab pertanyaan terkait bagaimana
peraturan perundang-undangan mengatur tindakan penghinaan terhadap
lembaga pemerintahan dan bagaimana hukum pidana nasional
memberikan perlindungan terhadap lembaga negara tanpa mengabaikan

prinsip kebebasan berekspresi.

128.

30 Bambang Sunggono, 2006, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.

31 Sudikno Mertokusumo, 2006, Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm. 57.
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